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rintah Kota (Pemkot) Pontianak
berhasil membukukan opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP)
yang kesepuluh kalinya secara
berturut-turut. Predikat itu di-
peroleh setelah menerima Lapor-
an Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
‘Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota Pontianak
tahun anggaran 2020 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi
{Kamtono mengapresiasi kinerja
iseluruh Organisasi Perang-

\kat Daerah (OPD) yang telah
‘bekerja keras untuk capaian

\ini. Opini WTP yang diraih

ini memberikan semangat

Idan motivasi jajarannya untuk le-
pih baik dalam menyajikan lapor-+|
\an keuangan yang berbasis akru-
2l transparan serta akuntabel.
- “Kita inginnya program-pro-
Pemkot Pontianak lebih pro
‘terhadap rakyat serta berbasis
! kemanfaatan,” ujarnya usai me-
nerima LHP LKPD Kota Pontia-
nalk tahun anggaran 2020 di Aula
Kantor BPK Perwakilan Provin-
si Kalbar, Jumat (7/5). ‘

Kendati demikian, opini
WTP yang diraih Pemkot Pon-
tianak menyisakan beberapa
catatan untuk dilakukan per-
baikan. Edi meminta seluruh
OPD di lingkup Pemkot Ponti-
anak harus menunjukkan ki-
nerja lebih baik lagi agar apa
yang telah dicapai ini bisa me-
ningkat. “Sehingga saran dan
‘arahan BPK menjadi catatan
Kkita untuk tahun berikutnya
dalam pelaksanaan tugas,”
ungkapnya.

Dirinya meminta seluruh
OPD mengelola anggaran de-
an akuntabel, serius, dan
sesuai dengan aturan yang
berlaku. OPD juga diminta
“menyesuaikan dengan kebi-
akan yang baru diterbitkan
h pemerintah pusat. “Un-
tahun ini kita akan lebih

akilan BPK Provinsi
ar, Rahmadi, mengata-

di Indonesia atau berbasis
akuntansi komprehensif.
Dari LHP yang diserahkan
kepada pemda, tetap ada
catatan terkait pendapatan
belanja maupun soal aset.

‘“Namun nilainya tidak ter-

lalu material sehingga tidak
begitu mempengaruhi opini
kita terhadap laporan keu-
angan pemda,” terangnya.
Rahmadi berpendapat,
tindak lanjut pemda yang
menyandang predikat WTP
terhadap hasil pemeriksaan
pihaknya dinilai cukup baik.

Berdasarkan pemeriksaan

yang dilakukan oleh auditor
BPK, tidak ada temuan ma-
terial yang mempengaruhi
laporan keuangan pemda
tersebut. “Untuk sesi per-
tama ini, daerah yang men-
dapatkan predikat WTP di
antaranya Kota Pontianak,
Kabupaten Sambas, Kota
Singkawang, dan Kabupaten
Kubu Raya,” jelasnya.

Dalam rangka menjaga
protokol kesehatan, sere-
moni penyerahan LHP atas
LKPD pada sembilan entitas
pemeriksaan di wilayah Pro-
vinsi Kalbar, terbagi menjadi
dua sesi. Sesi pertama pukul
09.00 WIB dan sesi kedua
pukul 14.00 WIB.

Sebagai catatan, Pemkot

10 Tahun Sandang
Opini
Edi Minta Jajaran Akuntabel Kelola Anggarar dap rak
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Kita inginnya pro-
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lebih pro terha-
at serta
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atan.

Edi Rusdi Kamtono
Wali Kota Pontianak

Pontianak telah berhasil
meraih opini WIP dari BPK
RI selama sepuluh tahun
berturut-turut, yakni lapor-
an keuangan tahun anggar-
an 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018,
2019 dan 2020.

Ketua DPRD Kota Pontia-
nak Satarudin memberikan
apresiasi terhadap kesukse-
san pemerintah kota pontia-
nak mempertahakan predikat
opini Wajar Tanpa Pengecua-
lian (WTP) dari BPK terhadap
laporan keuangan daerah
selama 10 tahun berturut-
turut. “Hasil itu tentunya sa-
ngat membanggakan, ada ke-
berlanjutan pemerintah yang
baik antara periode pemerin-
tah yang lalu dan pemerintah
saat ini yang dipimpin oleh
pak Edi Kamtono,” ujarnya
Jumat 7 Mei 2021.

la menerangkan bahwa
prestasi WTP ke 10 berun-
tun itu merupakan prestasi

- atas akuntabilitas kinerja

seluruh jajaran pemerintah
kota pontianak yang baik.
Kendati demikian, Satar
menilai bahwa capai terse-
but juga tidak bisa dilepas-
kan dari peran serta para
legislator yang berada di
DPRD Kota Pontianak.

Menurutnya seluruh ang-
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itu tak itu jak catatanye dari |
BPK. Haros lebeh baeklah,”
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